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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pertanggungjawaban pidana Notaris tidak akan bisa dijatuhkan apabila, 

dalam pembuatan akta,  Notaris secara sengaja menuangkan ke dalam 

suatu akta dengan memalsukan identitas  para pihak tetapi, sepanjang  

keterangan  yang disampaikan  oleh para pihak mengandung  unsur 

pemalsuan,  penipuan  dan ketidakbenaran maka yang menjadi tanggung 

jawab pidana sepenuhnya adalah para pihak karena   akta   yang  dibuat  

dihadapan   notaris  adalah  akta  para  pihak. Keterangan  palsu  yang 

disampaikan oleh   para   pihak  adalah  menjadi tanggung  jawab  para 

pihak. Sebagaimana  telah  diatur dalam Yurisprudensi Putusan 

Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973  yang berbunyi Notaris fungsinya 

hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki  dan  

dikemukakan  oleh  para  pihak  yang  menghadap. Dengan kata lain, 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana  kepada Notaris  ialah 

apabila  penipuan  atau  tipu muslihat  itu  bersumber  dari  Notaris  

sendiri.Oleh karena  itu  demi  tegaknya  hukum  Notaris  harus  tunduk  

pada  ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP. 

2. Akibat  hukum  bagi  akta  Notaris  jika  terjadi  perkara  pidana  
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harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila akta 

tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, 

notaris dapat dituntut untuk dipidana hal tersebut terjadi disebabkan 

oleh  karena  kesalahan  Notaris.  namun  dalam  hal  pembatalan  akta 

notaris  oleh  pengadilan  tidak  merugikan  para  pihak  yang 

berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut, walaupun kehilangan 

nama baik. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari 

pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau 

dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. 

B. SARAN 

1. Disarankan  sebagai  pejabat  umum  yang  diberikan  kepercayaan  

untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris seharusnya tidak 

menghalalkan segala  cara  untuk  mencapai  profesionalnya.  Notaris  

hendaknya  benar- benar   paham   atas   tugas,   kewenangan   dan   

tanggung   jawab yang dibebankan   Undang-Undang   kepadanya,   oleh   

karena   itu   kualitas pelayanan dalam praktek kenotariatan hendaknya. 

2. Agar Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas mulia 

membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang 

dihadapinya untuk selalu bertindak cermat, hati-hati, dan belajar 

meningkatkan pengetahuannya untuk mendalami mengenai peraturan 

perundang- undangan yang berlaku dengan baik selama menjalankan 
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jabatannya sebagai notaris, sehingga dapat seminimal mungkin terjadinya 

perbuatan atau akta yang dilahirkan dipersengketakan oleh para pihak 

yang berkepen tingan. 

 

 


